WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja
aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Pasuruan maka perlu
mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58
Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang ...



10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

11. Peraturan ...



Menetapkan :

11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2016 Nomor 50);

13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun
2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor
58);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 58
TAHUN 2016 TENTANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun
2016 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. di antara ketentuan huruf g dan huruf h Pasal 14
disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf gl,
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Seksi Penyediaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi
Perumahan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan seksi;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan
penyediaan, pelaksanaan, dan evaluasi
perumahan;

c. menyiapkan penyediaan dan rehabilitasi
rumah korban akibat bencana;

d. menyiapkan ...



d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyediaan
rumah bagi warga yang terkena relokasi
program pemerintah kota;

e. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengembang
perumahan dan fasilitasi rumah masyarakat;

f. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat
kepemilikan bangunan gedung;

g. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan
izin pembangunan dan = pengembangan
perumahan;

gl. menyiapkan bahan dan  melaksanakan
penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
dasar;

h. melaksanakan evaluasi dan  pelaporan
kegiatan bidang perumahan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

di antara ketentuan huruf e dan huruf f Pasal 19
disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf el,
sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja seksi;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis  penyediaan dan = pengembangan
kawasan permukiman;

c. melaksanakan perencanaan dan
pembangunan prasarana, sarana, utilitas
perumahan dan kawasan permukiman;

d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi
pencegahan dan  peningkatan  kualitas
kawasan permukiman kumuh;

e. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan
rutin kualitas kawasan permukiman kumuh;

el. menyiapkan bahan dan  melaksanakan
penyediaan sarana dan prasarana air minum,;

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang
kawasan permukiman; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal Il ...



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Oktober 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 41



